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TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
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4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4947);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-II/2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 779);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI.

Pasal 1

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dimaksudkan untuk memberikan arahan/acuan bagi para pelaksana
dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini agar pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pengelolaan DAS dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk
mendapatkan informasi kinerja suatu DAS yang dapat digunakan sebagai
dasar perencanaan pengelolaan DAS.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agutus 2014

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 61 /Menhut-II/2014

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem alami
yang utuh dari hulu hingga hilir. DAS bukan hanya sungai tetapi
mencakup wilayah daratan di atas badan sungai yang batasnya di
daratan berupa pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan
daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. Seluruh
daratan terbagi habis dalam DAS dan semua orang hidup di dalam DAS.
Untuk itu DAS perlu dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya serta
wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan
berkelanjutan melalui upaya pengelolaan DAS untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat.

Daerah aliran sungai (DAS) dapat dipandang sebagai sistem alami
yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik hidrologis
maupun kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang kompleks. Proses-
proses biofisik hidrologis DAS merupakan proses alami sebagai bagian
dari suatu daur hidrologi atau yang dikenal sebagai siklus air. Sedang
kegiatan sosial-ekonomi masyarakat merupakan bentuk intervensi
manusia terhadap sistem alami DAS, seperti pengembangan perkotaan,
pembuatan bangunan air, pengembangan lahan kawasan lindung dan
budidaya. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya tuntutan atas
sumber daya alam (air, tanah, dan hutan) yang menyebabkan
meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan yang membawa akibat
pada perubahan kondisi daya dukung DAS.

Perubahan kondisi daya dukung DAS sebagai dampak
pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-
kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan
erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, dan percepatan
degradasi lahan. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak
nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis, penurunan
kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran, namun juga secara sosial
ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan
kemampuan untuk berusaha di lahannya dan penurunan kesejahteraan
masyarakat.
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Pengelolaan DAS bertujuan untuk mewujudkan kesadaran,
kemampuan dan partisipasi aktif lembaga terkait dan masyarakat dalam
pengelolaan DAS yang lebih baik, mewujudkan kondisi lahan yang
produktif sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
DAS secara berkelanjutan, mewujudkan kuantitas, kualitas dan
keberlanjutan ketersediaan air yang optimal menurut ruang dan waktu
dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang
Pengelolaan DAS menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan
pengelolaan DAS untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan,
mensinkronisasikan dan mensinergikan pengelolaan DAS dalam rangka
meningkatkan daya dukung DAS. Pengelolaan DAS diselenggarakan
melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan
masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan
pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Monitoring berbagai indikator kinerja DAS yang meliputi
komponen biofisik, hidrologis, sosial ekonomi, investasi bangunan dan
pemanfaatan ruang wilayah DAS merupakan upaya mengumpulkan dan
menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan
evaluasi kinerja pengelolaan DAS. Monitoring terhadap indikator
kinerja DAS tersebut dilakukan secara periodik paling sedikit setiap
tahun sekali.

Monitoring dan evaluasi kinerja DAS ini sangat penting untuk
mengetahui apakah tujuan pengelolaan DAS telah tercapai melalui
kegiatan pengelolaan DAS yang telah dilakukan dan selanjutnya dapat
digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan pengelolaan
DAS ke depan. Hasil evaluasi kinerja pengelolaan DAS merupakan
gambaran kondisi daya dukung DAS.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyediakan
tata cara monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS, maka dipandang
perlu untuk menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
DAS sebagai arahan bagi para pelaksana pengelolaan DAS. Dengan
demikian, kondisi DAS dapat diketahui sedini mungkin sehingga upaya-
upaya pengelolaannya dapat dilakukan secara tepat untuk mencapai
tujuan yang diinginkan.

B. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan acuan
bagi para pelaksana dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.
Sedang tujuannya adalah agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pengelolaan DAS dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk
mendapatkan informasi kinerja suatu DAS yang dapat digunakan
sebagai dasar perencanaan pengelolaan DAS.
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Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS
mencakup:

1. Monitoring dan evaluasi lahan: lahan kritis, penutupan vegetasi dan
indeks erosi.

2. Monitoring dan evaluasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air:
koefisien regim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen,
banjir dan indeks penggunaan air.

3. Monitoring dan evaluasi sosial ekonomi: tekanan penduduk, tingkat
kesejahteraan, keberadaan dan penegakan hukum.

4. Monitoring dan evaluasi investasi bangunan: keberadaan dan status
kota dan nilai investasi bangunan air.

5. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah: kondisi
kawasan lindung dan kondisi kawasan budidaya.

C. Pengertian

1.Daerah Aliran Sungai (catchment area, watershed) adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.

2. Pengelolaan DAS adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal
balik antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia di
dalam DAS dan segala aktivitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan
sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian
ekosistem DAS serta kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan DAS terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan,
sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan
sumber daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara
partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial,
politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.

4. Evaluasi kinerja pengelolaan DAS adalah proses pengolahan dan
analisis data dan fakta, yang pelaksanaannya dilakukan menurut
kepentingannya mulai dari penyusunan rencana program,
pelaksanaan program dan pengembangan program pengelolaan DAS
untuk mendapatkan gambaran daya dukung DAS yang hasilnya
digunakan untuk penyempurnaan perencanaan dan perbaikan dalam
pelaksanaan pengelolaan DAS.
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5. Monitoring lahan adalah kegiatan untuk memperoleh gambaran
mengenai perubahan kondisi lahan kritis, penutupan vegetasi
permanen, dan indeks erosi pada lahan tersebut.

6. Monitoring dan evaluasi tata air adalah kegiatan untuk mengetahui
perkembangan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas aliran air dari
DAS/SubDAS bersangkutan, yang meliputi koefisien rezim aliran,
koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir dan indeks
penggunaan air.

7. Monitoring dan evaluasi sosial ekonomi adalah kegiatan untuk
memperoleh gambaran tentang pengaruh dan hubungan timbal balik
antara faktor-faktor ekonomi dengan kondisi sumber daya alam
(tanah, air dan vegetasi) di dalam DAS/SubDAS, yang meliputi
tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk, dan keberadaan
dan penegakan aturan.

8. Monitoring dan evaluasi investasi bangunan air adalah kegiatan untuk
memperoleh gambaran mengenai perubahan kondisi kota dan nilai
bangunan air dikaitkan dengan kebutuhan perlindungan yang harus
dilakukan pada DAS yang bersangkutan.

9. Monitoring dan evaluasi manfaatan ruang wilayah adalah kegiatan
untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan kondisi
penggunaan lahan dan penutupan vegetasi dikaitkan dengan tingkat
pengaruhnya terhadap daya dukung DAS.

10. Air adalah semua air yang terdapat di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air
tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

11. Tata air DAS adalah hubungan kesatuan individu unsur-unsur
hidrologis yang meliputi hujan, aliran permukaan dan aliran sungai,
peresapan, aliran air tanah dan evapotranspirasi dan unsur lainnya
yang mempengaruhi neraca air suatu DAS.

12. Aliran air atau limpasan (runoff) sinonim dengan aliran air sungai
(stream flow), hasil air daerah tangkapan air (catchment yield), adalah
bagian dari air hujan (presipitasi) yang mengalir di atas permukaan
tanah (surface runoff) dan atau di dalam tanah (subsurface runoff)
menuju ke suatu sungai.

13. Debit air (water discharge, Q) adalah volume air yang mengalir melalui
suatu penampang melintang sungai per satuan waktu, dalam satuan
m³/detik.

14. Debit puncak atau debit banjir (qp, Qmaks) adalah besarnya volume
air maksimum yang mengalir melalui suatu penampang melintang
suatu sungai per satuan waktu, dalam satuan m³/detik.
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15. Debit minimum (Qmin) adalah besarnya volume air minimum yang
mengalir melalui suatu penampang melintang suatu sungai per
satuan waktu, dalam satuan m³/detik.

16. Hasil air (water yield) adalah total limpasan dari suatu daerah
pengaliran air (drainage basin) yang disalurkan melalui saluran air
permukaan dan akuifer (reservoir air tanah).

17. Erosi adalah pindahnya atau terangkutnya material tanah atau
bagian-bagian tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh media alami
(air/angin).

18. Sedimentasi adalah proses perpindahan dan pengendapan erosi
tanah, khususnya hasil erosi permukaan dan erosi parit. Sedimentasi
menggambarkan material tersuspensi (suspended load) yang diangkut
oleh gerakan air dan atau diakumulasi sebagai material dasar (bed
load).

19. Hasil sedimen adalah besarnya sedimen yang keluar dari suatu
DAS/SubDAS.

20. Banjir adalah debit aliran sungai yang secara relatif lebih besar dari
biasanya akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat
tertentu secara terus menerus, sehingga air limpasan tidak dapat
ditampung oleh alur/palung sungai yang ada, maka air melimpah
keluar dan menggenangi daerah sekitarnya.

21. Koefisien Aliran Tahunan yang selanjutnya disingkat KAT adalah
bilangan yang menunjukkan perbandingan (nisbah) antara besarnya
limpasan permukaan terhadap besar curah hujan penyebabnya,
nilainya 0< KAT <1.

22. Koefisien Regim Aliran yang selanjutnya disingkat KRA adalah
bilangan yang menunjukkan perbandingan antara nilai debit
maksimum (Qmaks) dengan nilai debit minimum (Qmin) pada suatu
DAS.

23. Nisbah hantar sedimen (Sediment Delivery Ratio, SDR) adalah bilangan
yang menunjukkan perbandingan antara nilai total hasil sedimen
yang masuk ke dalam sungai (ton/ha/th) dengan nilai total erosi
(ton/ha/th) yang terjadi di daerah tangkapan airnya atau DAS/Sub
DAS.

24. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa
sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai
dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun pengatur
tata air.
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25. Tekanan penduduk terhadap lahan (TP) adalah besarnya kemampuan
lahan pertanian di suatu wilayah yang dapat digunakan untuk
mendukung kehidupan penduduk pada tingkat yang dianggap layak.

26. Tingkat pendapatan adalah besarnya pendapatan keluarga petani
yang diperoleh selama satu tahun.

27. Garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per
kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum
makanan dan non makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu
untuk tetap berada pada kehidupan yang layak.

28.Daya dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan
kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya
kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup
lainnya secara berkelanjutan.

29. Indeks..

29. Indeks erosi adalah perbandingan erosi aktual dengan erosi yang
diperkenankan. Erosi aktual diperoleh dari perhitungan
menggunakan metode Universal Soil Loss Equation (USLE), sedangkan
nilai erosi yang diperkenankan dihitung berdasarkan kriteria baku
kerusakan tanah pada lahan kering.

30. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta
budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

31. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
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